SALINAN

AW

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Kediri,perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata KerjaDinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota  Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43 /Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan
Dinas  Urusan  Pertanian Daerah  Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
26/PERMEN-KP/2016 Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota Yang melaksanakan Urusan Pemerintahan
dibidang Kelautan dan Perikanan;

9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

AL i

Daerah adalah Kota Kediri.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.

Walikota adalah Walikota Kediri.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.

Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota
Kediri.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas
adalah unsur pelaksana teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Kediri yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.

Jabatan Fungsional adalahsekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada

keahlian dan ketrampilan tertentu.

BABII
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanianmerupakan unsur pelaksana

urusan pemerintahan daerah dibidangpangan,pertanian dan perikanan.

(2) Dinasdipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah

dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) SusunanOrganisasi Dinasterdiri dari:

a. Kepala Dinas.



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan,;

3. Sub Bagian Program.
c. Bidang Ketahanan Pangan, membawabhi:

1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;

2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;

3. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
d. Bidang Perikanan, membawahi:

1. Seksi Pembibitan dan Pengembangan Budidaya Perikanan;

2. Seksi Pengolahan dan Bina Usaha Perikanan.
e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi:

1. Seksi Pembibitan dan Produksi;

2. Seksi Kesehatan Hewan;

3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.
f. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, membawahi:

1. Seksi Pembenihan dan Perlindungan;

2. Seksi Produksi;

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
e. UPT Dinas; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.
Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam menjalankan tugas
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan
bidang tugasnya.
Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.



(1)

(2)

(1)

(2)

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
amempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pangan,
pertanian dan perikanan dan tugas pembantuan.
Dalammenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Dinas memiliki fungsi:
a. perumusan kebijakan dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
b. pelaksanaan kebijakan dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pangan, pertanian dan
perikanan;
d. pelaksanaan administrasi kedinasan;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,
penyusunan program dan keuangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1)
Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;
c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga,

perlengkapan, protokol dan surat menyurat;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan urusan

pemerintahanbidang pangan, pertanian dan perikanan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 6

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf b

angka 1 mempunyai tugas:

a.

b.

c
d.

-0

melaksanakan tata usaha surat menyurat;

melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian;

melaksanakan urusan rumah tangga;

melaksanakan manajemen aset;

melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol;

melaksanakan administrasi perpustakaan, arsip dan dokumentasi; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sub BagianKeuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf b

angka 2 mempunyai tugas :

a.
b.
c.
d.

menyiapkan usulan anggaran kegiatan;

mengelola keuangan;

melaksanakan pembukuan;

melaksanakan pengawasan dan pengendalian keuangan; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sub BagianProgram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf b

angka 3 mempunyai tugas :

a.

oo a0

melaksanakan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta
perbekalan lain;

mengolah dan menganalisis data dan informasi sesuai bahan penyusunan
program, kegiatan dan anggaran;

menyiapkan usulan anggaran;

melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan;
melaksanakan monitoring,dan evaluasi pelaksanaan program;

menyusun laporan pelaksanaan program; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

tugas dan fungsinya.



Bagian Ketiga
Bidang Ketahanan Pangan
Pasal 9

(1) Bidang Ketahanan Pangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat

(2)

(1)huruf cmempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi

dibidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan

pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Bidang

Ketahanan Panganmempunyai fungsi :

a.

penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang ketersediaan, kerawanan
pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman

konsumsi dan keamanan pangan;

. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang

ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

. penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan, kerawanan

pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman

konsumsi dan keamanan pangan;

. pemberian pendampingan, bimbingan teknis dan supervisi dibidang

ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan,

pengendalian dan evaluasi dibidang ketersediaan, kerawanan pangan,
distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan
keamanan pangan;

penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan, kerawanan
pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman
konsumsi dan keamanan pangan;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang
ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan

. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 10

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3ayat (1)huruf c angka 1 mempunyai tugas:

a.

0

melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketersediaan dan
kerawanan Pangan;

melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang ketersediaan pangan,
penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya ketahanan pangan
lainnya, dan penanganan kerawanan pangan;

melakukan penyiapan bahan pengkajian dibidang ketersediaan pangan,
penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya ketahanan pangan
lainnya;

melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan
kebijakan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur
pangan, dan sumberdaya ketahanan pangan lainnya dan penanganan
kerawanan pangan,;

melakukan penyiapan bahan pendampingan dan bimbingan teknis
dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan
sumberdaya ketahanan pangan lainnya dan penanganan kerawanan
pangan;

menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan
kegiatan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan,
dan sumberdaya ketahanan pangan lainnyadan penanganan kerawanan
pangan;

menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur
pangan;

menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan
Makanan (NBM);

menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan
Harapan (PPH) ketersediaan pangan;

menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan
pangan;

menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka

menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);

m. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;

melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem

kewaspadaan pangan dan gizi;



o. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan
pangan daerah;

p. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi
Ketersediaan dan kerawanan Pangan; dan

q.- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

SeksiDistribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3ayat (1)huruf c angka 2 mempunyaitugas :

a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Distribusi dan
cadangan Pangan;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang distribusi,pasokan,
harga dan cadangan pangan;

c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dibidangdistribusi, harga
dan cadangan pangan;

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan
kebijakan dibidang distribusi, harga dan cadangan pangan;

e. melakukan pendampingan, bimbingan teknis dan supervisi dibidang
distribusi, harga dan cadangan pangan;

f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan dibidang distribusi, harga dan cadangan pangan;

g. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasokan dan jaringan
distribusi pangan;

h. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan
untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;

i. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat
produsen dan konsumen untuk panel harga;

j- melakukan penyiapan penyediaan danpengelolaan cadangan pangan
pemerintah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);

k. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah daerah;

. melakukan penyusunan laporandan pendokumentasian kegiatan Seksi
Distribusi dan Cadangan Pangan;

m. melaksanakan koordinasi dan pengawasan penanaman pohon pada
sistem jaringan jalan sesuai dengan pedoman yang berlaku; dan

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 12

SeksiPenganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3ayat (1)huruf c angka 3 mempunyai tugas :

a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penganekaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi
penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal,
keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan Kkerjasama
informasi keamanan pangan;

c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian
dibidangpenganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal
dan keamanan pangan,;

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan
kebijakan dibidangpenganekaragaman konsumsipangan, pengembangan
pangan lokal dan keamanan pangan;

e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi
dibidangpenganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan
lokal, keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama
informasi keamanan pangan;

f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
dibidangpenganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal
dan keamanan pangan,;

g. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas
per kapita per tahun;

h. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein
masyarakat per kapita per tahun;

i. melakukan penyiapan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat
konsumsi;

j- melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;

k. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam,
Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumberdayalokal;

l. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non
beras dan non terigu;

m. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk

ketahanan pangan keluarga;
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(1)

(2)

melakukan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta,
dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan
berbasis sumber daya lokal;

melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang
beredar;

melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan
segar;

melakukan penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan
pangan;

melakukan  penyusunan laporan dan  pendokumentasian  Seksi
Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan

melaksanakan  tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

BidangKetahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan
Pasal 13

Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf d

mempunyai tugas penyiapan koordinasi,fasilitasi perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi sertapelaporan pelaksanaan
pemberdayaan usaha kecilpembudidayaan ikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bidang

Perikanan mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan dibidang pembibitan, produksi perikanan,
perlindungan dan pengendalian penyakit, serta pengolahan dan
pemasaran hasil dibidang perikanan budidaya;

b. pengelolaan sumber daya genetik ikan;

c. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ikan;

d. pengendalian penyakit ikan;

e. pengawasan peredaran dan pengunaan serta sertifikasi pembibitan
ikan, pakan ikan dan obat-obatan ikan;

f. pengawasan pemasukan dan pengeluaran ikan, dan produk ikan;

g. pemberian rekomendasi teknisdibidang perikanan;

h. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil

dibidang perikanan; dan
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i. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

SeksiPembibitan dan Pengembangan Budidaya Perikanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3ayat (1)huruf dangka 1 mempunyai tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi

Pembibitan dan Pengembangan Budidaya Perikanan;

melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pembibitan,
penyediaan dan pengendalian peredaran pakan, pembibitan, dan produksi
perikanan budidaya;

melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan,
pembibitan ikan;

melakukan pengujian benih/bibit ikan;

melakukan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan
kemurnian dan kelestarian;

melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ikan budidaya;
melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok petani ikan
budidaya;

melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendampingan, fasilitasi dan
pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi
budidaya perikanan yang mencakup pembenihan ikan, pembesaran ikan,
pembiakan calon induk dan induk ikan bermutu;

melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan penerbitan SIUP dibidangperikanan budidaya;

melakukan penyusunan pelaporan dan dokumentasi kegiatan Seksi
Pembibitan dan Pengembangan Budidaya Perikanan; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Seksi Pengolahan dan Bina Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3ayat (1)huruf d angka 2 mempunyai tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi

Pengolahan dan Bina Usaha Perikanan;
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(1)

melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan dan
pemasaran hasil dibidang perikanan;

melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendampingan, fasilitasi dan
pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi
pengolahan hasil perikanan yang mencakup produksi dan pemasaran
hasil olahan ikan;

melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk perikanan
skala kecil;

melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen
aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk perikanan;

melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk
perikanan;

melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit
pengolahan hasil dibidang perikanan;

melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan
hasil dibidang perikanan;

melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar dibidang
perikanan;

melakukan fasilitasi promosi produk dibidang perikanan;

melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan
dan pemasaran hasil dibidang perikanan;

melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan
dan pemasaran hasil dibidang perikanan; melakukan pengumpulan data,
identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP
dibidangpengolahan dan pemasaran hasil ikan;

melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi
Pengolahan dan Bina Usaha Perikanan; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pasal 16
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewansebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3ayat (1)huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyusunan,
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(2)

pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta

pemantauan dan evaluasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang

Peternakan dan Kesehatan Hewanmempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan dibidang pembibitan, produksi, peternakan dan
kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil
dibidang peternakan;

b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;

c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan pembibitan ternak, pakan
ternak, dan pembibitan hijauan pakan ternak;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;

e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

f. pengawasan peredaran dan pengunaan pakan ternak, hijauan pakan
ternak, dan obat hewan;

g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;

h. pelaksanaan rekomendasi teknis kesehatan masyarakat veteriner dan
kesejahteraan hewan;

i. pemberian rekomendasi dibidang peternakan, kesehatan hewan dan
kesehatan masyarakat veteriner;

j- pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil
dibidang peternakan;

k. pemantauan dan evaluasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
dan

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Seksi Pembibitan dan Produksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat

(1)huruf e angka 1 mempunyai tugas :

a.

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi
Pembibitan, dan Produksi;

melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pembibitan, pakan,
dan produksi dibidang peternakan;

melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan,
pembibitan ternak, dan hijauan pakan ternak;

melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran

Hijauan Pakan Ternak (HPT);
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e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan,
pembibitan HPT;

f. melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;

g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan
melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;

h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;

i. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;

j- melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi
Pembibitan, dan Produksi Peternakan; dan

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

SeksiKesehatan Hewansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1)huruf e

angka 2 mempunyai tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi
Kesehatan Hewan;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang kesehatan
hewan;

c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat
distributor;

d. melakukan  penyiapan bahan  pengamatan, pencegahan  dan
pemberantasan penyakit hewan;

e. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan
hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;

f. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;

g. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan
pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;

h. melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu
obat hewan;

i. melakukan penyiapan bahan pemberian rekomendasi teknis usaha
distributor obat hewan;

j- melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi
Kesehatan Hewan; dan

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 19

SeksiKesehatan  Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1)huruf e angka 3 mempunyai

tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi
Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Peternakan;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan
masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang
peternakan;

c. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah
dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;

d. melakukan pemberian rekomendasiteknis unit usaha produk hewan skala
kecil;

e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen
aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;

f. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan,;

g. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;

h. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan
hewan qurban;

i. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit
pengolahan hasil dibidang peternakan dan kesehatan hewan;

j- melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan
hasil dibidang peternakan dan kesehatan hewan;

k. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan
yang baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan
Pengolahan (SKKP/SKP) dibidang peternakan dan kesehatan hewan;

. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar dibidang
peternakan dan kesehatan hewan;

m. melakukan fasilitasi promosi produk dibidang peternakan dan kesehatan
hewan;

n. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan
hewan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan;

o. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan

hewan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan;
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p.

(1)

(2)

melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi
Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Peternakan;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Pasal 20

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunansebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3ayat(l)huruffmempunyai tugas melaksanakan

penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis,
serta pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan,;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi :

a. penyusunan  kebijakan  perbenihan, produksi, perlindungan,
pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan;

b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih dibidang tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan;

c. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih dibidang tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan
bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan;

f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil
dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

g. pemberian rekomendasi teknis dibidang tanaman pangan, hortikultura
dan perkebunan;

h. pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan; dan

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 21

Seksi Pembenihan dan Perlindungan dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf f

angka 1 mempunyai tugas:

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi
Perbenihan dan Perlindungan ;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan
perlindungan dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran
benih dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

d. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih
dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

e. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber
benih dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan
pengembangan varietas unggul;

g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran
benih yang beredar;

h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan
benih;

i. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT);

j- melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;

k. melakukan menyiapan bahan penngedalian dan pemantauan OPT,
bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;

l. melakukan pengelolaan data OPT;

m. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;

n. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;

o. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan
perlindungan dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

r. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi
Perbenihan dan Perlindungan; dan

s. melaksanakan  tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
BidangTanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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Pasal 22

Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1)huruf f angka 2

mempunyai tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi
Produksi yang meliputi produksi, pupuk, pestisida dan alsintan;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakanpeningkatan produksi
dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

c. melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi dibidang tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan;

d. menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi dibidang tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan;

e. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi dibidang tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan;

f. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya dibidang tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan;

g. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi
Produksi; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
BidangTanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Seksi Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat

(1)huruf fangka 2 mempunyai tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi
Pengolahan dan Pemasaran Hasil ;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil
dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit
pengolahan hasil dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

d. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil dibidang tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan,;

e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang
baik (CPPOB);

f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;

g. melakukan fasilitasi promosi produk dibidang tanaman pangan, hortikultura

dan perkebunan,;
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan
pemasaran hasil dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan
pemasaran hasil dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi
Pengolahan dan Pemasaran Hasil;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 24
UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentudibidang pangan, pertanian dan perikanan dan
tugas pembantuan.
UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT Dinas yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT Dinas beserta tugas

pokok, fungsi dan uraian tugasnya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya.
Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga
fungsional senior.
Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 26
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris,

Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan
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(2)

(3)

(4)

()

(6)

(1)

(2)

(3)

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan masing-masingmaupun antar satuan organisasi
dilingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah
Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
yang diperlukan.

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta
menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PENGISIAN JABATAN

Pasal 27
Pejabat padaDinasdiangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi,
jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Dinas wajib memenuhi
persyaratan kompetensi :
a. teknis;
b. manajerial; dan
c. sosial kultural.
Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari
tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan

pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
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(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)
(3)
(4)

Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur
dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajeman dan
pengalaman kepemimpinan.

Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk
dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan
kebangsaan.

Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai
aparatur sipil negara yang menduduki jabatan struktural dan fungsional
harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28
Kepala Dinasmerupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama.
Sekretaris merupakan Jabatan Eselon Illa atau Jabatan Administrator.
Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan eselon IVa atau

Jabatan Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, seluruh UPT Dinas yang ada

sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini tetap melaksanakan tugas

dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota mengenai

UPT Dinas yang baru.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

a.

Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kota Kediri;
Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Kediri sebagaimana telah
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diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 39 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun
2008 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian;

dicabut dan dinyatakan tidak berlakukecuali yang mengatur UPTD.

Pasal 31
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 27 Desember 2016
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR
Diundangkan di Kediri
pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.
MARIA KARANGORA,S.H,M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19581208 199003 2 001
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BAGAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KEPALA DINAS

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR

: 42 TAHUN 2016

TANGGAL : 27 Desember 2016

.. SEKRETARIAT
Kelompok Jabatan E
Fungsional !
“““““““““““““““ - | |
| SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
; UMUM KEUANGAN PROGRAM
BIDANG BIDANG BIDANG PETERNAKAN BIDANG TANAMAN
KETAHANANPANGAN PERIKANAN DAN PANGAN, HOLTIKULTURA
T DAN PERKEBUNAN

SEKSI KETERSEDIAAN
| DAN KERAWANAN
PANGAN

| SEKSI DISTRIBUSI DAN
CADANGAN PANGAN

SEKSI
PENGANEKARAGAMAN
— KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN

KESEHATIANHEWAN

SEKSI PEMBIBITAN DAN
PENGEMBANGAN
BUDIDAYA PERIKANAN

SEKSI PENGOLAHAN DAN
BINA USAHA PERIKANAN

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19581208 199003 2 001

]

SEKSI PEMBIBITAN
DAN PRODUKSI

SEKSI KESEHATAN
HEWAN

SEKSI PERBENIHAN
DAN PERLINDUNGAN

SEKSI PRODUKSI

SEKSI KESEHATAN
MASYARAKAT
VETERINER,
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN

SEKSI PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR
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WALIKOTA  KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 42  TAHUN  2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang	: 	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri,perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KerjaDinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;



Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang  Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam  Lingkungan  Propinsi  Jawa Timur,  Jawa  Tengah,  Jawa  Barat  dan  dalam  Daerah  Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan;

9. Peraturan  Daerah  Kota  Kediri  Nomor 7 Tahun  2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);



MEMUTUSKAN :



Menetapkan	: 	PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN.



BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.

3. Walikota adalah Walikota Kediri.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.

5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri. 

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

9. Jabatan Fungsional adalahsekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.



BABII

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal  2

(1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanianmerupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidangpangan,pertanian dan perikanan.

(2) Dinasdipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.



Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) SusunanOrganisasi Dinasterdiri dari:

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program.

c. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi:

1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;

2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;

3. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

d. Bidang Perikanan, membawahi:

1. Seksi Pembibitan dan Pengembangan Budidaya Perikanan;

2. Seksi Pengolahan dan Bina Usaha Perikanan.

e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi:

1. Seksi Pembibitan dan Produksi;

2. Seksi Kesehatan Hewan;

3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.

f. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, membawahi:

1. Seksi Pembenihan dan Perlindungan;

2. Seksi Produksi;

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

e. UPT Dinas; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam menjalankan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(7) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.





BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf amempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pangan, pertanian dan perikanan dan tugas pembantuan.

(2) Dalammenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas memiliki fungsi:

a. perumusan kebijakan dibidang pangan, pertanian dan perikanan; 

b. pelaksanaan kebijakan dibidang pangan, pertanian dan perikanan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pangan, pertanian dan perikanan;

d. pelaksanaan administrasi kedinasan; 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.



Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

(2) [bookmark: _GoBack]Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran;

b. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;

c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat;

d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan urusan pemerintahanbidang pangan, pertanian dan perikanan; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 6

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:

a. melaksanakan tata usaha surat menyurat;

b. melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian;

c. melaksanakan urusan rumah tangga;

d. melaksanakan manajemen aset;

e. melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol;

f. melaksanakan administrasi perpustakaan, arsip dan dokumentasi; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.



Pasal 7

Sub BagianKeuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas :

a. menyiapkan usulan anggaran kegiatan;

b. mengelola keuangan;

c. melaksanakan pembukuan;

d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian keuangan; dan

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.



Pasal 8

Sub BagianProgram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas :

a. melaksanakan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;

b. mengolah dan menganalisis data dan informasi sesuai bahan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;

c. menyiapkan usulan anggaran;

d. melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan;

e. melaksanakan monitoring,dan evaluasi pelaksanaan program;

f.  menyusun laporan pelaksanaan program; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.





Bagian Ketiga

Bidang  Ketahanan Pangan

Pasal 9

(1) Bidang Ketahanan Pangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1)huruf cmempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dibidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Bidang Ketahanan Panganmempunyai fungsi :

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang ketersediaan, kerawanan pangan,  distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan, kerawanan pangan,  distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan, kerawanan pangan,  distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

d. pemberian pendampingan, bimbingan teknis dan supervisi dibidang ketersediaan, kerawanan pangan,  distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

e. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi dibidang ketersediaan, kerawanan pangan,  distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

f. penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan, kerawanan pangan,  distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan, kerawanan pangan,  distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.







Pasal 10

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1)huruf c angka 1 mempunyai tugas:

a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketersediaan dan kerawanan Pangan;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya ketahanan pangan lainnya, dan penanganan kerawanan pangan;

c. melakukan penyiapan bahan pengkajian dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya ketahanan pangan lainnya;

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya ketahanan pangan lainnya dan penanganan kerawanan pangan;

e. melakukan penyiapan bahan pendampingan dan bimbingan teknis dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya ketahanan pangan lainnya dan penanganan kerawanan pangan;

f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya ketahanan pangan lainnyadan penanganan kerawanan pangan;

g. menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;

h. melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;

i. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);

j. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;

k. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;

l. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); 

m. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;

n. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;

o. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan daerah;

p. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketersediaan dan kerawanan Pangan; dan

q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 11

SeksiDistribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1)huruf c angka 2 mempunyaitugas :

a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Distribusi dan cadangan Pangan;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang distribusi,pasokan, harga dan cadangan pangan; 

c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dibidangdistribusi, harga dan cadangan pangan; 

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang distribusi, harga dan cadangan pangan; 

e. melakukan pendampingan, bimbingan teknis dan supervisi dibidang distribusi, harga dan cadangan pangan; 

f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang distribusi, harga dan cadangan pangan;

g. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasokan dan jaringan distribusi pangan;

h. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;

i. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;

j. melakukan penyiapan penyediaan danpengelolaan cadangan pangan pemerintah (pangan pokok dan pangan pokok lokal); 

k. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah daerah;

l. melakukan penyusunan laporandan pendokumentasian kegiatan Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;

m. melaksanakan koordinasi dan pengawasan penanaman pohon pada sistem jaringan jalan sesuai dengan pedoman yang berlaku; dan

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

SeksiPenganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1)huruf c angka 3 mempunyai tugas :

a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal,  keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama informasi keamanan pangan;

c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dibidangpenganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal dan keamanan pangan;

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidangpenganekaragaman konsumsipangan, pengembangan pangan lokal  dan keamanan pangan;

e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidangpenganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal,  keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama informasi keamanan pangan;

f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidangpenganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal  dan keamanan pangan;

g. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun; 

h. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun; 

i. melakukan penyiapan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;

j. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;

k. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumberdayalokal; 

l. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu; 

m. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;

n. melakukan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; 

o. melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;

p. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;

q. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;

r. melakukan penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);

s. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;

t. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan

u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BidangKetahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Keempat

Bidang Perikanan

Pasal 13

(1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf d mempunyai tugas penyiapan koordinasi,fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi sertapelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecilpembudidayaan ikan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  pada ayat (1),Bidang Perikanan  mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan dibidang pembibitan, produksi perikanan, perlindungan dan pengendalian penyakit, serta pengolahan dan pemasaran hasil dibidang perikanan budidaya; 

b. pengelolaan sumber daya genetik ikan; 

c. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi  ikan; 

d. pengendalian penyakit ikan; 

e. pengawasan peredaran dan pengunaan serta sertifikasi pembibitan ikan, pakan ikan dan obat-obatan ikan; 

f. pengawasan pemasukan dan pengeluaran ikan, dan produk ikan; 

g. pemberian rekomendasi teknisdibidang perikanan; 

h. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang perikanan; dan 

i. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 14

SeksiPembibitan dan Pengembangan Budidaya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1)huruf dangka 1  mempunyai tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembibitan dan Pengembangan Budidaya Perikanan; 

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pembibitan, penyediaan dan pengendalian peredaran pakan, pembibitan, dan produksi perikanan budidaya; 

c. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, pembibitan ikan; 

d. melakukan  pengujian  benih/bibit ikan; 

e. melakukan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian; 

f. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ikan budidaya; 

g. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok petani ikan budidaya; 

h. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendampingan, fasilitasi dan pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi budidaya perikanan yang mencakup pembenihan ikan, pembesaran ikan, pembiakan calon induk dan induk ikan bermutu;

i. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP dibidangperikanan budidaya;

j. melakukan penyusunan pelaporan dan dokumentasi kegiatan Seksi Pembibitan dan Pengembangan Budidaya Perikanan; dan

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 15

Seksi Pengolahan dan Bina Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1)huruf d angka 2  mempunyai tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Bina Usaha Perikanan; 

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan  pengolahan dan pemasaran hasil dibidang perikanan; 

c. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendampingan, fasilitasi dan pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi pengolahan hasil perikanan yang mencakup produksi dan pemasaran hasil olahan ikan;

d. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk perikanan skala kecil; 

e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk perikanan; 

f. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk perikanan; 

g. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang perikanan; 

h. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil dibidang perikanan; 

i. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar dibidang perikanan; 

j. melakukan fasilitasi promosi produk dibidang perikanan; 

k. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil dibidang perikanan; 

l. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil dibidang perikanan; melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP dibidangpengolahan dan pemasaran hasil ikan;

m. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Bina Usaha Perikanan; dan

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	



Bagian Kelima

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 16

(1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1)huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewanmempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan dibidang pembibitan, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan; 

b. pengelolaan sumber daya genetik hewan; 

c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan pembibitan ternak, pakan ternak, dan pembibitan hijauan pakan ternak; 

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi  ternak; 

e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; 

f. pengawasan peredaran dan pengunaan pakan ternak, hijauan pakan ternak, dan obat hewan; 

g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan; 

h. pelaksanaan rekomendasi teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan; 

i. pemberian rekomendasi dibidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; 

j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan; 

k. pemantauan dan evaluasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan; dan 

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 



Pasal 17

Seksi Pembibitan dan Produksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1)huruf e angka 1  mempunyai tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembibitan, dan Produksi; 

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pembibitan, pakan, dan produksi dibidang peternakan; 

c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, pembibitan ternak, dan hijauan pakan ternak; 

d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT); 

e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, pembibitan HPT; 

f. melakukan  penyiapan  bahan  pengujian  benih/bibit HPT; 

g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian; 

h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak; 

i. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak; 

j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembibitan, dan Produksi Peternakan; dan

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 18

SeksiKesehatan Hewansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1)huruf e angka 2 mempunyai tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan; 

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang kesehatan hewan; 

c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor; 

d. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; 

e. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan; 

f. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan; 

g. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular; 

h. melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan; 

i. melakukan penyiapan bahan pemberian rekomendasi teknis usaha distributor obat hewan; 

j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 19

SeksiKesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1)huruf e angka 3  mempunyai tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; 

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan; 

c. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan; 

d. melakukan pemberian rekomendasiteknis unit usaha produk hewan skala kecil; 

e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan; 

f. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan; 

g. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis; 

h. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban; 

i. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang peternakan dan kesehatan hewan; 

j. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil dibidang peternakan dan kesehatan hewan; 

k. [bookmark: page238]melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) dibidang peternakan dan kesehatan hewan; 

l. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar dibidang peternakan dan kesehatan hewan; 

m. melakukan fasilitasi promosi produk dibidang peternakan dan kesehatan hewan; 

n. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan; 

o. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan; 

p. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;

q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Keenam

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 20

(1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat(1)huruffmempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

c. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

f. [bookmark: page222]pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

g. pemberian rekomendasi teknis dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

h. pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan 

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 21

Seksi Pembenihan dan Perlindungan dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas:

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan ; 

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

d. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

e. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul; 

g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar; 

h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih; 

i. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 

j. [bookmark: page224]melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT; 

k. melakukan menyiapan bahan penngedalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT; 

l. melakukan pengelolaan data OPT; 

m. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT; 

n. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu; 

o. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim; 

p. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam; 

q. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

r. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan; dan

s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BidangTanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 22

Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1)huruf  f angka 2  mempunyai tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi yang meliputi produksi, pupuk, pestisida dan alsintan;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakanpeningkatan produksi dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

c. melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

d. menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

e. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

f. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

g. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BidangTanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 23

Seksi Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1)huruf  fangka 2  mempunyai tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil ; 

b. [bookmark: page225]melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

d. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB); 

f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar; 

g. melakukan fasilitasi promosi produk dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil;

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 24

(1) UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentudibidang pangan, pertanian dan perikanan dan tugas pembantuan.

(2) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT Dinas beserta tugas pokok, fungsi dan uraian tugasnya diatur dengan Peraturan Walikota.



BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior.

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB  VI

TATA KERJA

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masingmaupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



BAB VII

PENGISIAN JABATAN

Pasal 27

(1) Pejabat padaDinasdiangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Dinas wajib memenuhi persyaratan kompetensi :

a. teknis;

b. manajerial; dan

c. sosial kultural.

(3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.

(4) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajeman dan pengalaman kepemimpinan.

(5) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

(6) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan struktural dan fungsional harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

(7) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 28

(1) Kepala Dinasmerupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.



BAB  VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, seluruh UPT Dinas yang ada sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota mengenai UPT Dinas yang baru.



BAB  VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kota Kediri;

b. Peraturan Walikota  Kediri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Kediri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian;

dicabut dan dinyatakan tidak berlakukecuali yang mengatur UPTD.



Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.



Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 27 Desember 2016



      WALIKOTA KEDIRI,

                   ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR



Diundangkan di Kediri

pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

                       ttd.



BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO



BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 43

 (
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
     
ttd.
                              ttd.
MARIA KARANGORA,S.H,M.M.
Pembin
a Utama Muda
NIP. 19581208 199003 2 001
)
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 (
     LAMPIRAN 
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
                NOMOR     
:
 42  
TAHUN 2016
 
TANGGAL  
:
 
27 Desember 2016
) (
BAGAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
)







 (
KEPALA DINAS
)



 (
SUB BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN 
KEUANGAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM
)		

 (
Kelompok Jabatan Fungsional
)









 (
BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN
SEKSI PEMBIBITAN DAN PRODUKSI 
SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN 
SEKSI 
KESEHATAN HEWAN
) (
BIDANG PERIKANAN
SEKSI PENGOLAHAN DAN BINA USAHA PERIKANAN 
SEKSI 
PEMBIBITAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
) (
BIDANG KETAHANANPANGAN
SEKSI 
KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
SEKSI 
DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
SEKSI 
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
) (
BIDANG TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
)









 (
SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN 
)





 (
SEKSI PRODUKSI 
)



 (
SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN 
)



 (
UPT Dinas
)

 (
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
     
ttd.
 
 
ttd.
MARIA KARANGORA,S.H,M.M.
Pembin
a Utama Muda
NIP. 19581208 199003 2 001
)



WALIKOTA KEDIRI,



                                                                                                                                                                    ttd.



ABDULLAH ABU BAKAR
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